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PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Mjl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3210261506830161, tempat dan tanggal lahir
Majalengka, 15 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Kecamatan
Malausma, Kabupaten Majalengka;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Wahyudi, S.H.,
Advokat pada Kantor Hukum PBH RAHARJA LAW FIRM,
berkantor di Jalan Siliwangi, KM 7, Blok Cipadung, RT001,
RWO001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran,
Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 26 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Majalengka nomor 10/ADV/I/2024/PA.Mjl
tanggal 02 Januari 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3210264908860021, tempat dan tanggal lahir
Majalengka, 15 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka;

Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024
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yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor

33/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalii pada

pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang
sah menikah untuk yang kedua kalinya berdasarkan pernikahan resmi pada
hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka,
sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
0260/016/V11/2019, tanggal 19 Juli 2019 dengan status Duda Cerai dan
Janda Cerai;

2. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon telah menikah untuk
pertama kalinya pada Tanggal 28 Januari 2006, dan keduanya telah

bercerai resmi di Pengadilan Agama Majalengka pada bulan Maret 2019;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal hidup
bersama sampai terakhir di rumah bersama di Kecamatan Malausma

Kabupaten Majalengka;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai
anak;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan baik, hidup rukun, tinggal bersama, harmonis sebagaimana
layaknya orang yang berumah tangga, namun pada bulan Januari 2023
rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak
harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-
menerus dan tidak bisa didamaikan disebabkan karena Termohon telah
berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama MR X yang beralamat di

Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan
September 2023 dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama
dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dialamat tersebut di atas, dan
sejak itu sampai sekarang sekitar 3 (Tiga) Bulan lamanya antara Pemohon

dan Termohon sudah tidak hidup bersama sebagaimana layaknya
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hubungan suami-istri;

7. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya
Pemohon mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah
tangga, namun akhirnya Pemohon tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk
mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon serta
tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sehingga jalan satu-satunya
yang terbaik rumah tangga Pemohon dan Termohon haruslah diakhiri

dengan perceraian;

8. Bahwa keluarga pihak Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan

dan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon / PEMOHON untuk
menjatuhkan talak satu kedua raj'i terhadap Termohon / TERMOHON

dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Johan Wahyudi,
S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2023
dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan
Nomor 10/ADV/1/2024/PA.Mjl tanggal 02 Januari 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa
Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon baik
secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon dapat rukun
kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan
akan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon karena
Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan tidak
keberatan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon hadir di
persidangan pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan
perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Johan
Wahyudi,S.H, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari
2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka,
sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk
beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2024,
Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan
setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa  kehendak Pemohon untuk  mencabut
permohonannya tersebut sebelum mediasi, akan tetapi karena terhadap
pencabutan perkara tersebut Termohon telah memberikan persetujuan, maka
dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam
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Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan
Agama,;
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya,

maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbagkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
33/Pdt.G/2024/PA.Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk

mencabut perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil
Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.
Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. dan Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Hakim Anggota
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ratna Ayu Madusari,
S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa

Hukumnya dan Termohon.
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Ketua Majelis

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. Drs. Indrawisol, M.H.

Panitera Pengganti

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP :Rp 60.000,00
2. Proses ‘Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp 300.000,00
4. Materai ‘Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Dicatat disini:
- Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal ..........
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